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ABSTRAK 

 - Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang mengawasi pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye terdapat 7 metode 
kampanye yang harus diawasi yaitu: pertemuan terbatas, 
pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka 
antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada 
umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan 
media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak 
melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu juga menekankan pada 
Pengawasan terhadap Dana Kampanye merupakan hal yang 
penting dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan penerimaan 
sumbangan dana kampanye hal ini juga dapat mengakibatkan 
diskualifikasi terhadap pasangan calon. Terdapat tiga tahapan dana 
kampanye yakni : 

1. Pembukuan Dana Kampanye, yang merupakan pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye 

2. Pelaporan Dana Kampanye, yang memuat informasi 
keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau 
pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk 
mebiayai kegiatan Kampanye. 

  - Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang–Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 
Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan 
Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 



tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota; Peraturan 
KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota. 

  - Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 tertanggal 01 Oktober 2024 
ini pada pokoknya menjabarkan pelaksanaan tugas dan wewenang 
yaitu dengan cara: 

1. Melakukan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan 
pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan 
Wakil Wali kota melalui himbauan kepada KPU/KIP Provinsi 
dan Kabupaten/ Kota; 

2. Dalam melakukan Pengawasan kampanye Pasangan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Wali kota serta, dilakukan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait;  

3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye Pasangan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 
Wali kota dan Wakil Wali kota sesuai Lampiran II yang 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini; 

4. Memastikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota 
telah telah menyampaikan laporan sumbangan dana 
Kampanye; 

5. Mencermati SK Pembatasan Dana Kampanye Pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Mencermati SK Tim Kampanye pasangan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota 
dan Wakil Wali kota; 

7. Pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau melalui 
Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye 
(SIKADEKA); 

8. Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan dalam 
Form A-Laporan Hasil Pengawasan; 

9. Mengarsipkan seluruh laporan hasil pengawasan untuk 
setiap pengawasan kampanye peserta pemilihan pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024. 

 

CATATAN 

: -  Surat Edaran ini ditetapkan pada  01 Oktober 2024 di Jakarta oleh 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja 

 


